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RINGKASAN

Fannie Octa Fajriansyah 2010, Kinerja Perangkat Kelurahan Dalam
Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pelayanan Kependudukan Pada
Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang). Dosen pembimbing :
Drs. Suwondo, M.S dan Drs. Sukanto, M.S (98 Hal+x1)

Kinerja pegawai pemerintahan terutama pemerintahan kelurahan merupakan
salah satu hal yang paling disoroti oleh masyarakat, karena pemerintahan kelurahan
memegang peranan penting dalam fungsi pelayanan sekaligus juga merupakan ujung
tombak dari kecamatan dalam rangka otonomi daerah. Tugas rutin pemerintahan
kelurahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya.
Beberapa jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah surat
Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR), dan juga surat keterangan Kelahiran dan
Kematian. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan juga terus
meningkat, masyarakat menginginkan prosedur pelayanan yang mudah dan tidak
berbelit-belit, waktu penyelesaian yang cepat, dan biaya pelayanan yang murah. Oleh
karena itu para pegawai pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan
kelurahan harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efektif guna memenuhi
harapan dari masyarakat akan pelayanan yang memuaskan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
kinerja organisasi maupun individu dari pegawai kelurahan, kinerja proses dari
pelayanan yang diberikan oleh pegawai, dan juga tingkat ke-akuratan dan kualitas dari
pelayanan yang diberikan oleh pegawai kelurahan dan juga untuk mengetahui apakah
kinerja aparat proses pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat sudah
sesuai dengan tujuan dan kebijakan dari organisasi Kelurahan itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi di Kelurahan Polehan
Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan situs penelitian berada di Kantor
Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang tepatnya di ruang kerja
Lurah, ruang kerja Sekretaris Lurah, dan ruang kerja Kepala Seksi Pemerintahan,
Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan ruang tunggu
khusus masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja para pegawai
Kelurahan Polehan dalam memberikan pelayanan khususnya dalam pengurusan
administrasi surat NTCR dan surat keterangan Kelah1ran dan_Keny
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SUMMARY

Fannie Octa Fajriansyah 2010, The achievement of District Force In Giving
Service to the Community (The Study of the Demographic Service in the District
Office of Polehan, Blimbing Subdistrict of Malang City). Counselors : Drs. Suwondo,
M.S and Drs. Sukanto, M.S (98 Pages+xi)

The achievement of the official government especially the government of the
district was one of the matters that most was focussed on by the community, because
the government of the district held the important role in the function of the service at
the same time also was the tip of the spear of the subdistrict in the era of the
autonomy of the area. One of the routine task of the district government was to give
the service to the community in his environment. Several kinds of services that were
needed by the community in this case was the administrative service for making the
letter married, divorced, and recorciled, also the certificate for the Birth and the
Death. The demand of the community towards the service that was given also
continued to increase, the community wanted the service procedure that be easy and
was not complicated, fast resolution time, and the cheap service cost. Because of that
the officials of the government that in this case was the government of the district
must be able to give the service that was good and effective in order to fills the hope
from the community for a satisfactory service.

The aim of this research was to describe and analyse the achievement of the
organisation and the individual from the official of the district, the achievement of the
process from the service that was given by the official, but also the level of the
accuration and the quality from the service that was given by the official of the district
but also to know whether the achievement of process apparatus of giving of the
administrative service to the community has been in accordance with the aim and the
policy of the organisation of the District personally.

The kind of research that was used in this research was the descriptive
research with the qualitative approach that took the location in the District of Polehan,
Blimbing Subdistrict of Malang City with the site of the research was in the Office of
the District of Polehan, Blimbing Subdistrict of Malang City, that to be precise in the
District Head's office, the Secretary's office of the District Head, and the Section
Head's office of the Government, Section Head's of General Service, Section Head's
of Sosial Welfare, and the special waiting room the community that needed the
official’s service.

This research could be concluded that the achievement of
Polehan District in giving the service especially in the mana}
of the NTCR letter, and the certificate of the Birth andggh
was said good. The improvement of the achievement o
was marked by the existence of the clear service

service cost that was covered by the small social cileN esggmsémD

increasingly fast owing to the use of computer tec oy compareiﬁE F@yv
beforehand that used the manual typewriter. Rs
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar mampu
menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Antara lain
pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang, tugas serta kekuasaan dari Pemerintah
Pusat untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya. Adanya
penyerahan sebagian wewenang tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dalam
rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, hal itu juga dimaksudkan untuk
menghindari adanya kesimpangsiuran dan penumpukan (over lapping) beban tugas
yang harus diselesaikan.

Otonomi Daerah tersebut membawa konsekuensi pada beban tugas Lurah di
Era Otonomi yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan dan
perkembangan masyarakat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya memperoleh
pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian
urusan Otoda. Tugas Lurah meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pelayanan yang menjadi ruang lingkupnya yang dapat/belum dilaksanakan oleh
Bupati/Walikota (UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 127). Sehingga
peran Lurah dalam hal ini adalah memberikan pelayanan pengurusan kepentingan
yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan yang dinaunginya.
Pemerintah Kelurahan memegang peranan penting dalam fungsi pelayanan. Dimana

Organisasi Pemerintah ini dihadapkan langsung dengan berbagai macam kompleksitas

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pela

kinerja aparat dalam memberikan pelayanan yang



Terselenggaranya proses pelayanan dengan baik dan lancar ditentukan oleh
seluruh elemen dalam Kelurahan itu sendiri, dimana Lurah dalam melaksanakan
tugasnya dalam fungsi pelayanan dibantu oleh Sekretaris beserta perangkat Kelurahan
yang lain yang bersangkutan dalam proses pelayanan (UU Otonomi Daerah Nomor 32
Tahun 2004 pasal 127). Aparat kelurahan dengan didukung fasilitas yang tersedia
dituntut harus mampu berperan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan tersebut. Selain itu masyarakat
selaku penerima pelayanan harus turut mendukung kelancaran proses pelayanan agar
pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam memperoleh
pelayanan tersebut masyarakat menginginkan kecepatan, ketepatan serta kewajaran
dalam proses pelayanan. Masyarakat mendambakan sebuah pelayanan yang baik dan
memuaskan yaitu adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan yang cepat, memperoleh pelayanan yang wajar serta mendapat perlakuan
yang sama sekaligus adanya keterbukaan dalam proses pelayanan (A.S Moenir, 1995 :
41-45). Untuk itu aparat dituntut harus mampu mewujudkan harapan masyarakat akan
pelayanan tersebut.

Akan tetapi pada umumnya pelayanan Kelurahan masih mengalami banyak
hambatan terutama dalam proses pemberian pelayanannya. Untuk itu dalam penelitian
ini akan mengungkapkan bagaimana kinerja aparat Kelurahan Polehan dalam proses
pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat. Dimana pembatasan
pembahasan ditekankan pada proses pemberian pelayanan dalam pengurusan Bidang
Kependudukan oleh aparat Kelurahan Polehan yang bersangkutan dalam proses
pelayanan. Karena banyak masyarakat di wilayah Kelurahan Polehan yang

membutuhkan pelayanan dalam pengurusan tersebut daripada

administratif kependudukan yang lain, seiring banyaknya ma

yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Pole

mengalami hambatan dalam proses pemberian pelaygify ¥4 sendiri, mengingat (S‘/
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Meskipun sebagian masyarakat sudah merasa cukup puas atas pelayanan yang
diberikan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa sebagian masyarakat lainnya
merasa belum mandapat pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan. Anggapan
sebagian masyarakat terhadap proses pelayanan tersebut adalah pemberian pelayanan
dengan prosedur yang panjang dan rumit serta seringkali memakan waktu yang lama.
Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan maupun urusan kepentingan masyarakat tidak
dapat terpenuhi secara baik dan efektif, fungsi pelayanan menjadi terhambat serta
otonomi yang tadinya diharapkan dapat dekat dengan masyarakat tidak dapat
terwujud dengan baik.

Penyebab kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain
kemampuan aparat untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya,
sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di kantor maupun masyarakat selaku
penerima pelayanan itu sendiri yang juga banyak memberikan pengaruh terhadap
kelancaran proses pelayanan (A.S Moenir, 1995 : 88). Mengingat banyak faktor
tersebut untuk mewujudkan harapan masyarakat akan pelayanan yang efektif dan
efisien tersebut tentunya bukan hal mudah. Dengan demikian penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kinerja aparat
Kelurahan Polehan dalam proses pemberian pelayanan administratif kepada

masyarakat yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah
Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi setiap penelitian yang akan

dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Sedangkan masalah itu

diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnyg

(Sugiyono, 2003 : 32)
Qﬁd atas, bahwa kinerja ,?(S‘/
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Berpijak dari pengertian masalah dan latar bela
aparat Kelurahan dalam proses pemberian pelayanan 1%
aparat Kelurahan yang bersangkutan dalam prost
melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan bgg

kepentingan masyarakat secara efektif.



Berdasar uraian diatas penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana kinerja aparat Kelurahan Polehan dalam proses pemberian pelayanan
administratif kepada masyarakat di bagian Kependudukan?
2. Bagaimanakah kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh aparat Kelurahan di

bidang Kependudukan?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparat Kelurahan Polehan dalam
proses pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat dalam bidang
kependudukan.

2. Untuk mengetahui apakah kinerja aparat Kelurahan Polehan dalam proses
pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat sudah sesuai dengan tujuan

dan kebijakan dari organisasi Kelurahan itu sendiri.

D. Kontribusi Penelitian
Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah :
1. Secara Teoritis
a. Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan Ilmu Administrasi Publik
khususnya Administrasi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kinerja
Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai bahan referensi serta wahana
untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kinerja

aparat Kelurahan Polehan dalam memberikan pelayanan gdmigd

kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemi

. R
aupun informasi bagi ()
5.%%%&%@45&5&&0 )

aparat Kelurahan Polehan khususnya se

khususnya dalam pemberian pelayanan
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b.

Bagi peneliti sebagai sarana latihan dalam mengembangkan kemampuan
berpikir kritis dan untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah serta

sebagai bahan dokumentasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam usaha memudahkan alur pemikiran penulis, secara garis besar skripsi

ini akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I

BABII

BABIII :

BABIV :

BAB YV

: PENDAHULUAN

Bab ini memuat dan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

- KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan beberapa teori dan pengertian-pengertian yang
berkaitan dengan judul skripsi yaitu Kinerja perangkat Kelurahan dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Bab ini mengetengahkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam
menyusun skripsi meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan
lkasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data mengenai gambaran umum
Lokasi dan Situs Penelitian, Penyajian Data, serta Analisis / Interpretasi

data yang diperoleh selama penelitian..

- KESIMPULAN DAN SARAN

VERSION
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja
1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata “performance” yang artinya daya guna, prestasi atau
hasil. Menurut Widodo (2005, h.78) kinerja adalah merupakan suatu kegiatan dan
menyempurnakan kegiatan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil
yang diharapkan. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda mengandung arti “7hing
done” (suatu hasil yang telah selesai dikerjakan).

Pengertian kinerja sebagaimana diungkapkan oleh Aman Sudarto (1993, h.3)
adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh
individu yang dapat dilanjutkan secara nyata dan dapat diukur kadarnya.

Mangkunegara (2000, h.67) menjelaskan bahwa “kinerja adalah hasil kerja
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”.

Salah satu kinerja pegawai dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran
efisiensi dan efektifitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Hal tersebut sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Stoner (1995, h.9) bahwa “Kinerja merupakan
suatu ukuran efisiensi dan efektifitas seorang manajer atau sebuah organisasi ,
seberapa baik manajer atau organisasi, dan seberapa baik pula manajer atau organisasi
itu dalam mencapai tujuan yang memadai”.

Kinerja juga dapat dikatakan sebagai suatu tingkat kemampuan seseorang atau

organisasi dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efisieg

Sedangkan efektifitas organisasi berkaitan dengan kemampgan

diperlukan oleh organisasi tersebut untuk menghasilkan Q@ﬁit keluaran / out put (S‘/
(Anthoni, 1990 h.12) § REGISTERED %

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja y4
disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penag
unjuk kerja seorang pegawai atau suatu organisasi dald

yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur?



Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan penting dalam rangka
usaha pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu seorang pegawai harus berada
dalam posisi yang unggul. Artinya mereka harus mampu melaksanakan pekerjaan
yang sesuai dengan bidangnya dengan baik dan penuh tanggung jawab demi

tercapainya suatu tujuan yang efektif dan efisien.

2. Jenis-Jenis Kinerja
Aman Sudarto (1999, h.3) mengungkapkan 3 jenis kinerja. Yaitu sebagai
berikut :

a. Kinerja Organisasi
Yaitu hasil kongkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat
dipengaruhi oleh proses atau kinerja individu, yang membutuhkan
standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja tersebut dapat
bersifat kuantitatif dan tidak selalu mncerminkan potesi dari suatu
organisasi.

b. Kinerja Proses
Yaitu hasil kerja kongkrit serta dapat diukur dari pekerjanya, mekanisme
kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan
standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat
kualitaif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.

c. Kinerja Individu
Yaitu hasil kerja kongkrit dan dapat diukur dari kerja individu
(produktivitas kerja) dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dari individu

yang membutuhkan suatu standar kerja sebagai alat

ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selal

individu.

Siagian (2000, h.20) mengungkapkan bahwa
pemikiran mengapa efisiensi dan efektivitas kerja mu¥ ﬁluﬂﬁ%f ERED

dikaitkan dengan kemampuan pegawai (SDM), yait{{@illagai berikull/EFRSJON
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b. Meskipun sumber daya, sarana dan prasarana kerja sifatnya mutlak
untuk diperlukan , hal-hal tersebut pada dasarnya tidak meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari organisasi.

c. Manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus
merupakan unsur yang paling berharga dalam suatu organisasi.

Administrasi kepegawaian kaitannya dengan kinerja adalah bahwa sumber

daya manusia mutlak menjadi sasaran utama dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan

akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas

dari suatu organisasi.

3. Kiriteria Kinerja
Kumorotomo dalam buku Agus Dwiyanto, dkk (2002, h.52) mengemukakan
beberapa kriteria dalam melihat suatu kinerja yang terdapat dalam organisasi
pelayanan publik, antara lain :
a. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta
pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila
diterapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan
rentabilitas merupakan kriteria yang sangat relevan.
b. Efektivitas
Efektivitas menyangkut apakah tujuan dari didirikannya organisasi

pelayanan publik tercapai atau tidak. Hal tersebut sangat egat kagannya

dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organi

Q(_ﬁ/alokam layanan yang ,?(S‘
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VERSION
oian dari daﬂ Dlys) W

c. Keadilan
Keadilan mempertanyakan keadilan distrib
diselenggarakan oleh organisasi pelayana

d. Daya Tanggap

Organisasi pelayanan publik merupakag

atau pemerintahan akan kebutuhan vital



di dalam kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya

tanggap ini.

Siagian (2000, h.49) mengemukakan terdapat 7 (tujuh) faktor-faktor yang
perlu dikaji untuk mengetahui apakah seorang pegawai dapat memenuhi kriteria
unggul dengan kinerja yang tinggi, yaitu :

a. Seorang pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan
standar eksternal dan bukan hanya standar internal. Standar eksternal
adalah sesuatu yang dituntut masyarakat dan praktek-praktek kerja yang
terjadi dalam berbagai organisasi diluar birokrasi pemerintahan.
Pemberian pelayanan standar yang diharapkan masyarakat adalah
kecepatan, keramahan, sekaligus kecermatan. Namun, yang sering terjadi
adalah kelambanan dan sikap yang kaku dari para pegawai.
Kenyataannya bahwa birokrasi dalam bekerja lamban dan rumit yang
kemudian sering dikemukakan dalam bentuk keluhan yang timbul di
dalam kalangan masyarakat.

b. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja
potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun
yang kinerjanya setara betul dengan kemampun potensial yang
dimilikinya. Artinya terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan
kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan

kinerja organsasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Kondisi

c. Harus diupayakan agar tidak cepat mera . Artinya meskipun (S‘/
kinerjanya di masa lalu dianggap cukup @Sl&ﬁﬁmlEERﬁD %
kesadaran kinerja yang memuaskan di

adalah dikarenakan tuntutan dari masyg



d. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara sebuah
iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam birokrasi terdapat satuan
kerja yang dianggap hebat kerjanya. Kehebatan tersebut tidak hanya
berdasarkan penilaian kinerja organisasi, tapi juga harus bersikap netral
dalam pihak yang tidak berkepentingan sehingga penilaiannya bersifat
obyektif. Dengan demikian yang dimaksud dengan iklim persaingan
ialah bahwa berbagai instansi berupaya menampilkan kinerja yang sama
atau bahkan lebih baik dengan kinerja satuan kerja yang dianggap hebat
tersebut.

e. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip
efisiensi. Artinya dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan
suatu sistem yang bekerja sedemikian rupa sehingga hanya
menggunakan sarana, daya dan dana yang dialokasikan untuk
menyelenggarakan fungsinya. Jadi, prinsip efisiensi yang lebih tepat
sasaran yang diterapkan baginya tanpa harus menghabiskan sarana, daya,
dan dana yang tersedia.

f.  Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan
sekaligus sebagai sumber bagi mereka. Dengan kata lain satuan
organisasi dengan kinerja yang tinggi mempunyai karakteristik yang
khas yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan
dengan satuan kerja yang lain

g. Organisasi dengan satuan kerja yang tinggi mampu memenuhi

persyaratan yang ideal yang dituntut kondisinya oleh budaya organisasi

budaya birokrasinya. ) REGISTERED 6¢
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ADDS NO




Dari berbagai kriteria diatas, kriteria tentang pegawai yang menampilkan
kriteria unggul yang dapat diuji dengan standard eksternal dan bukan hanya dari
standard internal sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dan
kriteria tentang daya tanggap yang dikemukakan oleh Kumorotomo dinilai dapat
menggambarkan fenomena yang terjadi seperti di Indonesia. Dengan kata lain bahwa
kriteria tersebut layak untuk digunakan sebagai bahan acuan atau dasar oleh pegawai
dalam kinerjanya.

Dari sini dapat dilihat bagaimana dan apa saja kriteria dari suatu kinerja
yang bermutu dan standard kineja yang digunakan sebagai acuan oleh pegawai yang
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pegawai merupakan faktor yang utama untuk mencapai kinerja
yang bermutu.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa kriteria kinerja
yang baik dapat dicapai salah satunya dengan memulai peningkatan kualitas dari
sumber daya manusianya. Dalam hal ini, pegawai sebagai subyek yang harus
ditingkatkan mutunya. Dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dari pegawali,

maka mutu dari kinerja yang unggul dapat dicapai.

4. Jenjang Kinerja Dalam Organisasi
Dalam suatu organisasi, baik organisasi yang bersifat sosial, organisasi
pemerintah ataupun organisasi yang mencari keuntungan (perusahaan) sangat
dipengaruhi oleh kinerja dari pegawai / karyawan yang ada dalam organisasi itu
sendiri.

Apabila suatu organisasi pemerintahan dapat memakmurkan sgbagiag besar

dari anggota masyarakat sebagai unsur yang dilayani, bgrarti am

é@’];u tfg

d mp@eid@@
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(Prawirosentono, 1999 h.137).

Menurut Prawirosentono (1999, h.140-1

organisasi yaitu sebagai berikut :



a. Kinerja Strategi
Kinerja strategi suatu perusahaan dievaluasi atas ketepatan perusahan
dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi perusahaan
yang bersangkutan atas lingkungan hidupnya dimana dia beroperasi.
Kinerja strategi meliputi kemampuan membuat visi ke depan tentang
kondisi makro ekonomi negara yang akan berpengaruh pada
kelangsungan hidup perusahaan.

b. Kinerja Administrasi
Kinerja administrasi berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi.
Termasuk didalamnya tentang struktur administrasi yang mengatur
hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang
menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam
organisasi. Disamping itu kinerja administrasi berkaitan dengan kinerja
dari mekanisme aliran informasi antar unit kerja di dalam organisasi agar
tercapai sinkronisasi antar unit kerja.

c. Kinerja Operasional
Kinerja operasional berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap
sumber daya yang digunakan dalam perusahaan. Kemampuan mencapai

efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang mengerjakannya.

Dari uraian tentang jenjang kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa di
dalam kinerja organisasi terdapat tiga kriteria yaitu strategi dalam menghadapi pihak

luar yang melingkupi kehidupan perusahaan, administrasi dalam mekanismealiran

yang digunakan.

& v
5. Penilaian Kinerja § REGISTERED %
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Pegawai pada prinsipnya dapat dilihat dari tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh
pegawai itu dalam bekerja. Sedangkan untuk menjamin obyektivitas pegawai yang
memiliki kriteria dengan kinerja tinggi, perlu diadakan lagi suatu penilaian
pelaksanaan pekerjaan dari pegawai dalam suatu organisast.

Agus Darma (1985, h.55) mengemukakan bahwa untuk menjamin
obyektivitas pegawai yang memiliki kriteria kinerja yang tinggi, perlu dilakukan
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam suatu unit organisasi. Penilaian pelaksanaan
pekerjaan tersebut antara lain didasarkan pada :

a. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.

b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan ( baik buruknya)

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang sudah

direncanakan.

Anwar Prabu Mangkunegara (2005, h.10) mengemukakan bahwa penilaian
kinerja yang dilakukan, dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan
karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan suatu
kebutuhan pelatihan kerja yang tepat, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada
karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang
sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan ataupun dalam
hal penentuan imbalan

Dengan demikian penilaian kinerja tersebut mempunyai suatu tujuan yang
diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam pelayanan kepada masyarakat. menurut
Agus Suyanto dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2005, h.10) mengemukakan

bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah :

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyagan
kinerja.

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang# ng(/an, sehingga mereka (S‘/

dapat termotivasi untuk berbuat yang IB]EGIS TeEBED %
baik yang R/fREION
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d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga
karyawan dapat termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensi yang

dimilikinya.

Menurut Schuler (1998, h.3) tujuan penilaian dapat dikelompokan kedalam
empat kategori, antara lain :
a. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar organisasi.
b. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dari seseorang
dengan berjalannya waktu.
c. Pemeliharaan sistem.

d. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja anara
lain adalah sebagai dasar untuk mengembangkan kualitas pegawai yang ada, sebagai
suatu landasan dalam menentukan suatu kebijakan dalam rangka mengembangkan
sumber daya manusia yang ada, serta untuk mengukur efektivitas manajemen
berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.

Pada prinsipnya penilaian kinerja pegawai dapat dilihat dari tingkat
kemajuan yang telah dicapai dalam kerja. Tingkat tersebut dapat dilihat dalam Daftar
Nilai Pekerjaan (DP3) sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1979 tentang
penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS.

DP3 merupakan suatu dafar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan
pekerjaan seorang pegawai dalam jangka waktu 1 tahun, dibuat oleh pejabat penilai

yaitu atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Dalam DP3 telah ditretapkan unsur-unsur yang meni

pelaksanaan pekerjaan pegawai, yaitu meliputi :

a. Kesetiaan
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Prestasi kerja

Hasil dan kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja ini dipengaruhi oleh :
kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan dari pegawai
yang bersangkutan.

Tanggung jawab

Kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang
diserahkan kepadanya sebaik-baiknya, dan tepat waktu, serta berani
dalam mengambil resiko atau keputusan yang diambil / tindakan yang

telah dilakukannya.

. Ketaatan

. Prakara

Kesanggupan seorang pegawi untuk dapat menaati segala peraturan
perungang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang mempunyai
wewenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang
ditentukan.
Kejujuran
Ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan
kemampuannya untuk tidak menyelewengkan wewenang diberikan
kepadanya.
Kerjasama
Kemampuan seorang pegawai untuk dapat bekerjasama dengan orang
lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga tercapai

dayaguna dan hasil guna sebesar-besarnya.

Kemampuan seorang pegawai untuk mengaig

dgqﬁ(;‘lsan Frgkeb%
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Profesionalisme aparatur tercermin dalam kualitas pelayanan yang
mereka berikan kepada masyarakat dan mengupayakan peningkatan
kualitas, kemampuan bekerja, kepemimpinan dan tanggung jawab

pribadi, sosial intelektual maupun tanggung jawab moral spiritual.

B. Pelayanan Publik
1. Manajemen Pelayanan Publik

Aktivitas manajemen yang dimaksud disini adalah aktivitas yang dilakukan
oleh manajemen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
(Moenir, 2001, h.163).

Manajemen pelayanan itu sendiri adalah manajemen proses, yaitu sisi
manajemen yan gmengatur dan mengendalikan proses pelayanan, agar mekanisme
kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan
memuaskan bagi pihak-pihak yang dilayani (Moenir, 2001, h.186).

Manajemen pelayanan publik adalah manajemen proses yang kegiatannya
diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi
kepentingan umum atau kepentingan perorangan melalui cara-cara yang tepat dan
memuaskan pihak yang dilayani (Moenir, 2001, h.204).

Dengan adanya cara-cara yang tepat untuk menangan kegiatan pelayanan akan
sangat membantu kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-orang
yang bersangkutan disini termasuk masalah prosedur dan metode yang sederhana
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, mencapai
sasaran yang telah ditentukan.

Selain melalui cara-cara yang tepat, pelayanan publik dapat beghasil dengan

baik ]1ka didukung dengan unsur pelaku. Pelaku dapat berbey

selaku petugas baik secara kelompok ataupun individugiaREebagai pelaku dalam
pelayanan publik di Indonesia adalah petugas Repub § G&E@S TERED
terdapat kelompok yang dominan baik dalam hal pe
jumlahnya, yaitu Petugas Negeri Sipil (PNS). Adapyg

Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Und %WA?E#MA%K s
3 O

1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomo 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian yaitu :



“Petugas Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan

dan pembangunan” (pasal 3)

Dalam pasal 3 tersebut dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun
1980 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil antara lain pada butir :

a. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

b. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dari uraian diatas tersebut dapat diketahui bahwa di dalam suatu
penyelenggaraan pelayanan yang dipandang sebagai suatu proses, dibutuhkan suatu
manajemen yang tepat dan didalam manajemen pelayanan publik yang bertindak
sebagai pelaku manajemen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam
melayani kepentingan-kepentingan umum sehingga diperoleh suatu pelayanan yang
berkualitas serta mampu memenuhi hak dari orang-orang yang dilayani secara utuh

dan bersih.

2. Pengertian Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003)

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah sat

pegawai pemerintah dan sifatnya sangat luas karena geq pemenuh’z@
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kebutuhan masyarakat yang sangat beraneka ragam kep
Pelayanan adalah melakukan sesuatu bagi orang
merupakan suatu proses pemenuhan melalui aktivitd

(Moenir, 2001 h.16).

Berdasarkan pengertian diatas, pelayanan ad

atau sesuatu kepada seseorang atau orang lain dal barang ataupun jasa




dengan sebaik-baiknya agar orang tersebut dapat mengatasi masalahnya yang
biasanya terkait dengan bidang kehidupan.

Zauhar (2001, h.4) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu upaya
membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa
yang diperlukan oleh mereka.

Definisi lain dikemukakan oleh Moenir (2001, h.12) bahwa pelayanan publik
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi
kepentingan orang banyak.

Thoha (1998, h.41) mengartikan pelayanan publik sebagai suatu aktivitas yang
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan
mereka, kegiatannya dapat dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun non
pemerintah.

Dengan demikian pelayanan publik merupakan suau upaya membantu atau
memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan
oleh mereka. Dalam setiap organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan
terutama pelayanan publik, pemenuhan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan
merupakan suatu tuntutan. Kualitas dan kepuasan pelanggan sangat diutamakan
mengingat kedua hal tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi
kelangsungan hidup organisasi pemerintah.

Syafi’ie (2003, h.116) mengungkapkan bahwa dalam pelayanan terdapat tiga
unsur pokok, yaitu :

a. Biayanya harus relatif lebih rendah.

b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat.

c. Mutu yang diberikan ralatif bagus.

Jadi dalam hal pelayanan, rasa puas / tingkat kepuasan masyargkat teggenuhi

mereka harapkan.

3. Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunad

KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang pedoman umum pg
bahwa prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut



Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan.

. Kejelasan

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan /
sengketa / dalam pelaksanaan pelayanan publik

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan.

. Akurasi

. Kemudahan akses

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum

Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung

lainnya yang memadai termasuk penyediaan

telekomunikasi dan informatika (Telematika).

cVERED
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Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkar¥

informatika.

Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan

Pemberi pelayanan haus bersikap disiplin,
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Kenyamanan



Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur dengan disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir,

toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari penjelasan tentang prinsip pelayanan diatas dapat disimpulkan bahwa
tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan keinginan masyarakat
atau pelanggan pada umumnya dengan mengerti bagaimana caranya memberikan

pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang ada.

Menurut Moenir (2001, h.47) pelayanan publik yang secara umum diinginkan

oleh masyarakat adalah :

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat.

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutuan, sindiran atau dengan
kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu,
baik untuk alasan dinas atau kesejahteraan.

c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan
yang sama.

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.

Menurut Moenir (2001, h.88), dalam pelayanan publik terdapat beberapa
faktor pendukung yang penting, diantaranya :

a. Faktor kesadaran pejabat serta petugas yang berkecimg@ung gdalam

pelayanan publik.

b. Faktor-faktor aturan yang menjadi landasan kegj
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c. Faktor-faktor dalam organisasi yang merup;

memungkinkan berjalannya mekanisme ke3

d. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi

e. Faktor keterampilan petugas.

f  Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pela



Dilihat dari aspek internal organisasi, menurut Islamy (1999, h.4) ada
beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan. prinsip pokok tersebut antara
lain sebagai berikut :

a. Prinsip Aksebilitas, pada hakekatnya setiap jenis pelayanan harus dapat

dijangkau oleh setiap pengguna pelayanan.

b. Prinsip Kontinuitas, setiap jenis pelayanan haus secara terus-menerus
tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang
berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

c. Prinsip Teknikalitas, setiap jenis proses pelayanan harus ditangani oleh
tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut.

d. Prinsip Profitabilitas, proses pelayanan harus dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial baik
bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

e. Prinsip Akuntabilitas, pada hakekatnya proses, produk, dan mutu
pelayanan yang telah diberikan dapat dipertanggung-jawabkan kepada

masyarakat.

Menurut pandangan Moenir (2001, h.147) agar pelayanan tersebut dapat
memuaskan orang atau kelompok yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayan
harus memenuhi kriteria antara lain : tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan
sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang

bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramahtamahan.

4. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas suatu pelayanan disebut juga mutu. S
dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebufdag

(Supranto, 2001, h.2).
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(eksternal organisast).




Menurut Fandy Tjiptono dalam Kurniawan (2005, h.52) kualitas memiliki

beberapa pengertian sebagai berikut :

a. Kesesuaian dengan persyaratan
b. Kecocokan untuk pemakaian

c. Perbaikan berkelanjutan

d. Bebas dari kerusakan / cacat

Pemenuhan kebutuhan pelanggan
f.  Melakukan segala sesuatu secara benar

g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Kualitas merupakan totalitas dari karakteristik suatu produk, baik itu barang
maupun jasa (Kurniawan, 2005, h.53).

Secara sederhana, Parasuraman (1997, h.17) mengartikan makna secara
terminologis “kualitas pelayanan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan
dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima”. Dengan demikian
kualitas layanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkatan dari suatu
layanan yang baik.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya dua unsur utama
dalam kualitas jasa yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang
diterima atau dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan maka kualitas jasa dapat
dipersepsikan baik dan memuaskan. Sedangkan apabila jasa yang diterima melampaui
dari harapan pelanggan, maka kualitas jasa dapat dipersepsikan sebagai kualitasyang

ideal. Sebaliknya, jikalau kualitas jasa yang diterima lebih rendah daripada yang

jasa layanan tersebut. Fitzsimmons dalam Syafi’ie

“rasa puas dari orang yang memerlukan pelg

pelayanan yang diharapkan”.



Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kualitas merupakan sesuatu nilai yang dilihat dari sudut pandang mereka yang
dilayani. Sebagai konsekuensi atas pemenuhan kebutuhan atau harapannya makan

akan tercipta kepuasan para pelanggan.

Dengan demikian kualitas merupakan perwujudan atau gambaran hasil-hasil
yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan
kepuasan. Ada dua hal yang berhubungan dengan kualitas suatu produk yaitu produk
harus mempunyai keistimewaan dan bebas defisiensi.

Jadi dalam pemerintah, rasa puas dari masyarakat terpenuhi bila apa yang
diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka
harapkan. Masyarakat menghendaki pelayanan yang diberikan dapat dikerjakan dalam
waktu yang singkat, dengan biaya yang murah serta mutu yang baik. Jadi, apabila
yang mereka terima adalah pembuatan yan gdikerjakan berlarut-larut, biaya yang
dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan, serta mutunya buruk (tidak bisa
dibaca, salah tanggal dan nama, ataupun salah lokasi) maka dapat mengakibatkan
masyarakat yang tidak puas. Pelayanan yan gmengakibatkan masyarakat puas adalah
pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik.

Gaster (1995, h.52) menyebutkan bahwa dimensi dari sebuah kualitas dapat
dilihat dalam 3 (tiga) cara, yaitu :

a. Teknis (apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa agar

publik dapat merasa puas).

b. Non Teknis (bagaimana hubungan antara pemerintah sebagai penyedia

jasa dan publik sebagai penerima jasa).

c. Lingkungan (kualitas pelayanan yang diberikangolej

? ék\ﬁfiiﬁlnDo%
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mempengaruhi segala perasaan dan tindakag

publik, jika baik maka publik puas, dan jika tig

Menurut Kurniawan (2005, h.52) atribut

pelayanan publik adalah sebagai berikut :
a. Ketepatan waktu pelayanan yang meliputi

proses.



b. Akurasi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan.

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

d. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, misalnya benyaknya petugas
yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti penggunaan
komputer.

e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, seperti lokasi, ruang tempat
pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dll.

f  Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC,
kebersihan, dII.

Rahayu (1997, h.11) mengemukakan beberapa dimensi yang harus

diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas dari pelayanan publik, yaitu :

a. Tangibel, terdiri dari fasilitas fisik kantor, komputerisasi administrasi,
ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya.

b. Reliable, terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan
pelayanan yang terpercaya.

c. Responsiveness, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap apa yang
diinginkan oleh konsumen.

d. Assurance, terdiri dari kemampuan dan keramahan serta sopan santun
dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

e. Emphaty, yaitu sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan

kepada konsumen.

5. Bentuk Pelayanan Publik
Moenir (2001, h.190) menyebutkan bahwa ben
lain sebagai berikut :
a. Layanan dengan lisan
Layanan ini dilakukan oleh petugas
(Humas) atau informasi dengan membegg
kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Layanan dengan tulisan



Layanan ini diberikan dalam bentuk tulisan yang terdiri dari layanan yang
berupa petunjuk dan reaksi tertulis. Layanan petunjuk bisa juga berupa
petunjuk ruang-ruang kantor, keselamatan kerja, dan lain-lain. Layanan
reaksi tertulis bisa berupa permohonan, keluhan, pemberitahuan, surat
keputusan, dan lain-lain.
c. Layanan dengan perbuatan

Layanan ini diberikan dalam bentuk perbuatan oleh pemerintah. Dalam
layanan ini, petugas diharapkan mempunyai kecekaan, keahlian, dan
keterampilan. Pada layanan inilah, masyarakat menginginkan kecepatan
dalam pelayanan sehingga petugas harus benar-benar mengetahui prosedur

dan metode yang telah ditentukan.

6. Standard Pelayanan Publik
Untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin maka diperlukan suatu
standar pelayanan di dalam pelayanan publik dan dipublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar kualitas pelayanan merupakan
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
baik oleh pemberi layanan maupun penerima layanan.
Dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima layanan termasuk pengaduan
b. Waktu pelayanan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayagan tegmasuk

pengaduan

c. Biaya pelayanan, biaya pelayanan termasu k,e(@
dalam proses pemberian pelayanan. ,?(S‘/

d. Produk pelayanan, hasil dari pelayanan ya a%§l dREG!@SJIE@ED %
ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana prasarana, penyediaan sarana d

penyelenggara pelayanan publik.



t. Kompetisi petugas pemberi pelayanan, kompetisi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

7. Kepuasan Pelanggan

Ada beberapa pakar yang memberika ndefinisi mengenai kepuasan atau
ketidakpuasan pada pelanggan. Engel et.al (dalam Soeprapto, 2002, h.33) menyatakan
bahwa kepuasan pelangan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang
dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan dari pelanggan, sedangkan
ketidakpuasan akan timbul apabila hasil (out comes) tidak memenuhi harapan. Kotler
(dalam Soeprapto, 2002, h.33) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah “ The
level of person’s state resulting from comparing a product’s perceived performance
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(or out comes) in relation to the person’s expectations ““. Unsur utama dari kepuasan
pada pelanggan adalah kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan dan harapan dari
setiap pelanggan. Dengan demikian dalam suatu kepuasan pelanggan terkandung pula
adanya suatu evaluasi sebagaimana dinyatakan oleh Wilkie (dalam Soeprapto, 2002,
h.33-34) bahwa kepuasan pada pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada
evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk ataupun jasa. Dengan demikian
dapat disimpulkan juga bahwa suatu kepuasan pada pelanggan pada dasarnya

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau yang dirasakan.

C. Administrasi Kepegawaian Daerah
1. Pengertian Pegawai Negeri

AW Wijaya (1986, h. 120) mengatakan bahwa “pegawai merupakan tenaga

beberapa pengertian sebagai berikut :
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dapan dengan pihak

a. Menjadi anggota suatu kerjasama

b. Berada dalam sistem kerja yang sifatnya lug

c. Berkedudukan sebagai penerima kerja 99

pemberi kerja (majikan).



d. Kedudukan sebagai penerima itu diperoleh setelah sebelumnya melalui
proses penerimaan.
e. Dan akan menghadapi saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja

antara pemberi kerja dan penerima kerja).

Sementara itu, hal yang senada juga dikemukakan oleh Musanef (1983, h.5)
bahwa yang dimaksud dengan pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan
dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari Pemerintah atau
Badan Usaha Swasta. Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan
Pegawai Negeri adalah Unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat
yang dengan diiringi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara
dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan ,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau duserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Nainggolan (1987, h.270) mengemukakan bahwa Pegawai Negeri
adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yan gtelah ditentukan dalam
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diangkat oleh Pejabat Negara atau
diserahi tugas lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan sesua egaturan

PeERED
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a. Seseorang yang memenuhi syarat-sya
dalam peraturan perundang-undangan.

b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri 38

d. Digaji menurut Peraturan Perundang-Undang



Berdasarkan Pasal 2 UU No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok
kepegawaian , ada beberapa pengklasifikasian Pegawai Negeri yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005
tentang pedoman Aparatur Pemerintah Kelurahan disebutkan bahwa :

Pasal 3

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan.

2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati / Walikota melalui Camat.

3. Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Camat dari Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 4

1. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati /
Walikota.

3. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan

memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitg

4. Pelimpahan urusan pemerintahan disertai denpgan

pmya,
G A
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pembiayan dan personil.

Walikota dengan berpedoman kepada Pera¥
Pasal 5

1. Dalam melaksanakan tugas, Lurah memy

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kel

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;




d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

f  pembinaan lembaga kemasyarakatan.

& A

Q.
§ REGISTERED 2
VERSION

ADDS NO



BAB IIT

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pokok
permasalahan dan tujuan dari penelitian, agar diperoleh data yang relevan dengan
permasalahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran
menyeluruh mengenai kinerja pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnya dalam bidang kependudukan.

Penelitian juga merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara
ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan
pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang
dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan yang
sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya.
Sedangkan menurut Moch Nazir (1998, h.63) metode penelitian yang bersifat

deskriptif memberikan batasan sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang. Tujuan daripada penelitian deskriptif ini adalah untuk
membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang disghidikig

Dalam mendeskripsikan permasalahan yang diru
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peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Tayl§

(2000, h.3) adalah “metode kualitatif sebagai prose

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan in
(utuh)”.



Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam
variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu
keutuhan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat diatas, penelitian deskriptif
dengan pendekaan kualitatif merupakan metode yang tepat untuk menjangkau
permasalahan secara mendalam sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian
yaitu menggambarkan kinerja pegawai Kelurahan Polehan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

B. Fokus Penelitian
Mengingat keterbatasan dalam waktu, biaya maupun pengetahuan peneliti maka
dalam menentukan fokus, sengaja dibatasi pada beberapa hal dengan menyesuaikan
kenyataan yang ada di lokasi penelitian yaitu Kantor Kelurahan Polehan antara lain
yaitu :
A. Kinerja perangkat Kelurahan:
e Kemampuan aparatur
1. Hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tugas.
2. Semangat kerja yang dimiliki oleh pegawai.
3. Sikap pegawai dalam menjalankan tugas.
e Proses pelaksanaan pelayanan
1. Prosedur pelayanan.
2. Waktu pelayanan.
3. Biaya pelayanan.

e Sarana dan Prasarana

B. Pelayanan bidang Kependudukan:

¢ Jenis pelayanan yang diberikan

1. Pelaksanaan administrasi & pemberia
talak, cerai dan rujuk (NTCR)
2. Pemberian surat keterangan kelahira
e Kemanfaatan

e Akurasi



C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti
melakukan penelitian terhadap yang akan diteliti, maka lokasi penelitian ini adalah
Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Malang.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menetapkan pemilihan
kokasi di Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing dengan asumsi karena:

1. Kantor Kelurahan Polehan merupakan wadah adanya beberapa
permasalahan mengenai kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Kantor Kelurahan Polehan telah menunjukkan perkembangan positif
terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat setiap
tahunnya.

Situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan
sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Polehan
Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Secara umum situs penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya
kesesuaian dengan substansi penelitian dan mampu memberikan entry, baik berupa
orang, interaksi, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam.

Situs penelitian merupakan tempat sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap
keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Situs penelitian disini menitik-

beratkan pada Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap peneliti agar memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yangadikejs

tentunya harus ditunjang oleh data-data yang relevan, baik jumlaj
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yang diperlukan. Sedangkan data-data tersebut haruggdi

berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang
adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek
data adalah :




1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari
informan pada saat dilaksanakannya penelitian ini, yaitu :

a. Kepala Kelurahan, yaitu penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan
kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  serta
meningkatkan pelayanan publik.

b. Perangkat Kelurahan, yaitu sebagai pembantu atau bawahan dari Lurah dalam
menyelenggarakan tugas-tugas di bidangnya masing-masing dalam
memberikan pelayanan publik

c. Warga / Masyarakat, yaitu diwawancarai dengan latar belakang pendidikan
usia pekerjaan yang berbeda baik dalam hal penyelenggaraan administrasi
maupun dalam kualitas pelayanan.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang
digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan

sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer.

Adapun sumber dan pendukung dari penelitian ini dapat berupa dokumen-
dokumen, laporan-laporan dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan

penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan
secara langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti.

2. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data dimana peneliti segara lagosung

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan ¢ ¥élihat sumber-sumber "(§)
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data tertulis.




F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data dalam

penelitian, yang meliputi :

1. Pedoman wawancara, yaitu merupakan suatu petunjuk yang memuat daftar
pertanyaan yang digunakan oleh peneliti, agar pertanyaan dapat lebih terarah
dan berurutan.

2. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat atau
mengamati berbagai obyek dan kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Catatan lapangan (Field notes), yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti saat
mengadakan pengamatan, wawancara maupun saat menyaksikan kejadian-

kejadian tertentu.

G. Analisa Data
Menurut Miles dan Hubberman (1992, h.16) analisa data terdiri dari tiga alur yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi

sebelum dilakukan 3 alur analisa tersebut, dilakukan kegiatan yaitu :

Gambar 1
Analisis Data Kualitatif

Pengumpulan Penyajian

Data
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1. Pengumpulan data
Data yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian kata yang
terkumpul dalam aneka cara (observast).

2. Reduksi data
Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dari tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan.

3. Penyajian data
Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan berupa wawancara dan
tabel.

4. Penarikan kesimpulan data
Setelah melewati tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga maka hasil dari

itu lalu diadakan suatu kesimpulan yang merupakan tahap terakhir.

Dengan melihat bagan di atas dari ketiga hal tersebut yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang jalin-menjalin
pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar,
untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis". Dalam pandangan ini tiga
jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses
siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat "sumbu" kumparan
itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan
reduksi, penyajian. dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.

Dalam metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan itagd dan

dengan pertimbangan peneliti berusaha menggambarka

Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada d 1(§11RchﬁeDntaL@
Pelayanan Kependudukan Pada Kantor Kelurahan PolehgllK a¥¢matan Blimbing Kota ,?(S‘/

Malang). REGISTERED %
VERSION
ADDS NO



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kelurahan Polehan

a. Keadaan Geografis
Kelurahan Polehan terletak di wilayah Kecamatan Blimbing yang berada di
bagian Selatan dengan luas 117.600 m? dan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Kelurahan Bunulrejo
Timur : Sungai Bango
Selatan: Kelurahan Jodipan

Barat : Sungai Brantas & Kelurahan Kesatrian

Adapun jarak dari Kelurahan Polehan dengan Kecamatan, Kota, dan Propinsi

adalah sebagai berikut:

Kecamatan : 4 km
Kota © 2km
Propinsi 95 km

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kelurahan Polehan berada
pada ketinggian 440 m dpl dan terdiri dari dataran biasa — berombak sebanyak 95%
dengan sisa 5% terdiri dari dataran berombak — berbukit.
Iklim di kawasan Kelurahan Polehan termasuk dalam iklim topis yang terbagi

menjadi dua musim yaitu, musim penghujan yang berlangsung pada bulan Oktober
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